BAB III

TINJAUAN HUKUM POSITIP TERHADAP KEKARYAAN WANITA
A. KEKARYAAN WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undand dasar 1945, me -
nyebutkan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemuanusia-
an" ( Team nembinaan penatar dan bahan~bahan penatar-

an pegawal Republik Indonesia : 7 ).

Jadi menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang da-
sar 1945 di atas,setiap atau semua warga negara Indo-
nesia yang memiliki hak dan kewajihan sebagai warga
negara Indonesia,berhak atas pekerjaan danpenghidupan
yang layak demi kelangsungan kehidurannya. Pasal ini
tidak mengkhususkan kepada kaum pria ataupun mela-
rang kepada kaum wanita. Jadi setiap atau semua war-
ga negara Indonesia baik laki-laki ataupun wanita
memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan atau penghi -

dupan yang layak. Warga negara baik laki-laki maupun

wanita yang memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan

ini tentu saja adalahwarga negara baik laki-laki mau-
pun wanita yang telah mencapai usia kerja, sebagai
mana yang sudah ditentukan pemerintah.Dan dalam .hal
ini Indonesia memberikan batas umur minimum 10 tahun
tanpa batas umur maksimum.

( Sendjun H. Manulang, SH, 1990 : 3 )
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1. Pengertian kekaryaan wanita menurut UU.

Peraturan mentri tenaga kerja nomer:PERS 02/~
MEN/1984 ,memberikan pengertian kekeryasan wanita sbb:
Tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada perusaha-
an dengan menerima upah. |
( Prof. Iman Soepomo, SH , 1992 : 571 ).

Jadi dengan demikian pengertian kekaryaan wa -
nita menurut peraturan mentri tenaga kerja adalah

orang wanita yang bekerja pada perusahsan dengan me-

nerima upah.

Unadang-Undang NR.14 TAHUN 1969: Tenaga kegJa
adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik
di dalam paupun di luar hubungen kerja guna menghasil
kan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masya -~
rakat.

( Prof. Iman Soepomo, SH , 1992 :3 ).

Jadi dengan demikian pengertian kekaryaan wa -
nita menurut UU.NR: 14 tahun 1969,adalah setiap orang
wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan Jasa
atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang NR 22 TAHUN 1957 :Tenaga
kerja/ buruh adalah barang siapa yang bekerja _pada
majikan dengean menerima upah.

( Prof. Iman Soepomo ,SH , 1992 : 300 ).

Jadl yang dimaksud dengan kekaryaan wanita
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menurut UU.NR : 22 tahun 1957,adalah setiap wanita
yang bekerja pada majikan dengen menerima upah.
Melihat beberapa pengertianl kekarysan wanita
(tenaga kerja wanita ) di atas,penulis dapat mengemu-
kakan atau memberi pengertian dari pada kekaryaan wa-
nita menurut versi penulis,yaitu:Setiap orang wanita
yang bekerja pada majikan di perusahaan-~ - perusahaan
atau di pabrik-pabrik dengan memperoleh upah. -
Jadi di sini terdapat 2 hal yang menetukan da-
ri arti kata kekaryaan wanita,yaitu:
a. Bekerja pada majikan di perusahaan/pabrik.
Bekerja pada majikan atau melakukan pekerjaan pada
orang lain,berarti karyawati tersebut harus tinduk
pada perintah-perintsh kerja.Mentaati peraturan -
peraturan kerja selama peraturan / ketentuan ter -
sebut tidak menyimpang dari peraturan / ketentuan
yang dikeluarkan oleh pemerintah‘dan rasa kesusi -

laan,

b. Menerima upah.

Menerima upah artinya bahwa karyawati yang beker-

Ja pada majikan di perusahaan/pabrik tersebut

telah mengetahui bahwa atas hasil karyanya,ia akan
menerima sejumlah uang imbalan yang umum / berlaku

sebagal umumnya orang yang bekerja pada majikan /=

erusahaan,
P 26



-
L .

2. Ketentuan - ketentuan bagi kekaryaan wanita

Wanita,bagaimanapun juga adalah wanita. Meski
terhadap mitra saing/partnernya memiliki hak yang
sama dalam kemanusiaan ataupan juga kesempatan untuk
memperoleh pekerjaan,akan tetapi ia adalsh tetap beda
dengan laki-laski menurut kodratnya.Terutama meéngenai
fisik dan mentalnya.Oleh karena setab hal itu ada ke~
tentuan - ketentuan pokok mengénai kekaryaan vanita
disamping ketentuan-ketentuan umum mengenai ketena-

ga kerjaan jyang juga berlaku bagi kekaryasn wanita.

Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya :

a. Ketentuan tentang jam kerja kekaryaan wanita.
Menurut Undang-Undang,Karyawati tidak diperbo-

lehkan dipekerjakan pade malam hari antara pukul
22.00 - 05.00,demi menjaga kesehatan dan  mslindungi
kesusilaannya.Larengan dipekerjakannya kaeyawati pada
melam hari ini mendapat perkecualian apabila peker -
Jaan itu menurut sifat,tempat,dan keadaan seharusnya
dikerjakan oleh karyawati.Atau pekerjaan itu tidak
dapat dihidarkan karena menyangkut kepentingan dan

kesejahteraan umum.

Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Un-
dang-Undang No : 12 tahun 1948 pasal 7.:
1. Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pa-

da malam hari,kecuali jikalau pekerjaan itu menu-
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rup sifat,tempat dan keadaan seharusnya dijalankan

oleh wanita.

2. Dapat dikecualikan dari larangan termaksud pada
ayat ( 1 ) hal-hal dimana pekerjaam wanita pada
mnlam hari itu tidak dapat dihindarkan .berhubung
dengan kepentingan atsu kesejahteraan umum.

3, Dalam peraturan pemerintah akan ditetapkan hal-
hal yang dikecualikan termaksud pada ayat ( 2 )
beserta syarat untuk menjaga kesehatan dan kesusi-
laan buruh wanita itu.

( Prof. Iman Soepomo , SH, 1992 :325 ).

Larangan dipekerjakannya karyaiati pada malam

hari ini,menurut Staatsblad 1925,nomor : 647, adalah
pada tempat-tempat sebagai berikut :

a. di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau dipandeng

gsebagi tertutup di mana untuk svatu perusahasan di-
gunakan satu alat kekuatan/ tenaga mesin atau le-

bih.

b. di tempat kerja,yaitu ruangan tertutup di mana un-
tuk suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerja-
an tangan bersama-sama oleh sepuluh orané atau
lebih,

¢. pada pembuatan,pemeliharaan,pembetulan atau pembo-
ngkaran suatu banguran di bawah tanah, pekerjaan

galian, bangunan air,gedung dan jalan.
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d. pada perusahaan kereta api dan trenm,

€. pada pemuatan, pembongkaran dan pemindahan berang,
baik di pelabuhan, dermaga dan galangan, maupun di
stasiun, tempat perhentian dan tempat pembongkaran
di tempat penumpukan dan gudang, kecuali Jika me-
mbawa dengan tangan,

( Prof. Iman Soepomo, SH y 1992 : 336 ),

Namun diberikan perkecualian diperbolehkannya
mempekerjakan karyawati pade malam hari, di tempat -

tempat tersebut diatas berdasarkan kepentingan kusus

suatu perusahaan / pabrik, selama ada iJin dari pe -

merintah / Kepala Dipiktorat Pengawasan Perburuhean,
untuk waktu yang ditetapkan dan dengan 8yarat- sysrat
yang diadakannya.Sebagrimene yang tercantum dalam stb,

1941, nomor 45, pagal 1 :

"Kepala Direktorat Pengawasan Perburuhan, berdssarkan
keperluan khusus suatu perusahasn dapat memberi i -
Jin kepsda pabrik,tempat kerja atau perusahaan ter-
tentu untuk jangka waktu dan 8yarat yang ditetapkan
nya, mempekerjaken wanita sampai suatu jumlah terten
tu, antara pukul sepuluh malam dan pukul lima pagi",

( prof. Iman Soepomo, SH , 19§2 :351 ).

Jadi dengan demikian ketentuan tentang larang-
an mempekerjakan karyawat: pade malam hari ini men -

dapat perkecualian, apabila :

-~ Jikelau pekerjaam itu menurut sifat,tempat,dan kea-~
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“daan yang seharusnya dijalankan oleh seorang
wanita.

~ hal-hal di mana pekerjaan wanita dimslam hari itu
tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepenting
an atau kesejahteraan umum.

- hal-hal tersebut di atas harus memperoleh idzin da-

ri Pemerintah,

b. Ketentuan tentang macam-macam pekerjasan bagi kar -
yawsati.

Di dalam Undang - Undang ketenaga kerjaan In -
donesia, wanita tidak boleh dipekerjakan di dalam
tempat-tempat semisal; di dalam tambang,lobang di da-
lam tanah,atau macam-macam pekerjasn lain yang memba-
hayakan bagi keselamatannya,juga pada pekerjaan yang
menurut sifat,tempat, dan keadaannya membahayakan
bagi kesusilaannya.Sebagaimana yang tercantum dalam

Undang-Undang MR 12 Tahun 1948, pasal 8 ayat ( 1)
dan pasal 9,
Pasal 8 ayat (1)

Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di
dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat

lain untuk mengambil logam dan bshan dari dalam

tanah ",
Pasal 9 ayat (1)
" Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang

berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya,demi -
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kian pula pekerjaan yang menurut aifat, tempat

dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya ".

ayat (2)

"Dalam peraturan pemerintah akan ditetapkan pekerja-
an yang termaksud pada ayat (1) =,

( Prof. Iman Soepomo , SH , 1992 : 325 - 32g )

Namun larangan dalam pasal 8 ayat (1) yang ma-
larang dipekerjakannya wanita pada penggalian tam -
bang atau pekerjaan-pekerjaan yang tempatnya .dalam
lobang tanah, tidak berlaku apabila berhubung peker-
Jaannya membuat karyawati itu harus turun di bagean -
bagean tanbang di bawah tanah.sepeptivyang tercantum
dalam pasal 8 ayat (2) UU NR 12 TAHUN 1948 :

" Larangan tersebut pada ayat (1) tidek berlaku ter -
hadap orang wanita yang berhubung dengan pekerjaan
nya kadang-kadang harus turun dibagian tambang di
bawah tanah dan tidak dan tidak menjalankan peker-
jaan tangan ".

( Prof. Iman Soepomo ,SH, 1992 : 326 )

¢. Ketentuan tentang hak cuti bagi kekarysan wanita.
Antara karyawan dan karyawati memiliki perbe -

daan yang khusus secara fisik.apa yang tidak pernah

dialami oleh kaum pria, dialami oleh kaum wanita

semisal, haid dan melhirkan.Untuk itulah Undang-Unda-~

ng ketenaga kerjaan memagatur khusus tentang hal ini.
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Undang-Undang memberikan cuti khusus mengenai hal
ini di samping cuti teshunan yang diberiken sebagai-

mena cuti tahunan yang diberikan kepada karyawan

pria.
1. Hak cuti haid.
Cuti haid diberikan kepada karjawati selama dua(2)
hari, yaitu hari pertama dan hari kedua waktu haid.
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 ayat(1)
Undang - Undang nomor 12 tahun 1948,
" Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada
hari pertama dan kedus waktu haidh ".
( Prof. Iman Soepomo , SH, 1992.: 327 )

2. Hak cuti hamil,

Hak cuti hamil yang harus diberikan pada karyawati
oleh perusahaan, yaitu satu setengah ( 1 1/2 )

bulan menurut perhitungan ia akan melahirkan, atau
waktu istirahat sebelum melahirksn ini dapat dipe-
rpanjang menJjadi 8elama-lamanya tiga(3) bulan ’
selama ada surat dokter yang menyatakan bahwa hal
itu perlu demi menjaga kesehatannya.Dan satu sete-
ngah ( 1 :1/2 ) bulan setelsh melahirkan.Sebagai -
mana pasal 13 ayat (2) (3) UU NR 12 TH 1948,
(2) buruh wanita harus diberi istirahat selama sa-
tu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut
perhitungan akan melahirkan anak dan satu se -
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tengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur
kandung.

(3)Waktu istirahat sebelum saat buruh menurut perhi-
tungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang
sampai selama - lamanya tiga bulan,jikalau dalam
suatu keterangan dokter dinyatakan,bahwa hal itu
perlu untuk menjega kesehatannya.

( Prof. Iman Soepomo,SH, 1992 : 328 )

Kémudian diberikan kesempatan kepada kéryawati
untuk menyusui anaknya apabila memang hai itu harus
dilakukan selama waktu kerja. Bebagaimana yang di-
terangkan ayat selanjutnya( ayat(4) pasal 13 UU NR
12 TAHUN 1948 ),

(4) Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan
pada pasal 10 ayat (1) dan (2) buruh wanita yang
anaknya masih menyusu, harus diberi kesempatan

sepatutnya untuk menyusukan ansknya, jikalau hal
itu harus dilakukan selama waktu kerja.

( Prof. Iman Soepomo , SH, 1992 :328 )

d. Ketentuan tentang pengupahan yang sama dengan
- karyawan pria,
Sejak 12 Juli 1950 Negara Republik Indonesia
tergabung dalam keanggotaan - Organisasi- _Perburuhan
Internasional(International Labour OrganigzationsILO ).

Pada tahun 1951 organisasi perburuhan internasional
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ini mengadakan konvensinya yang ke - 34 di Jenewa.
Hasil dari pada konvensi ini yaitu; Convensi no: 100
Organisasi Perburuhan Internasional, tentang pengupa-
han yang sama bagi kekaryaan laki-laki dan kekarya-

an wanita untuk pekerjaan yang sejenis atau yang sama

derajat nilainya.

Konvensi ini dikenal dengan,konvesi pengupahan
yang sama,1951, yang antara lain memuat ketentuan -
ketentuan sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan pengupahan,yaitu pengupahan
yang meliputi upah atau gaji biasa,pokok atau mi - -
nimum dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun
Juga, yang harus dibayar secara langsung atau tid-

ak, maupun secara tunai atau dengan barang oleh

majikan kepada buruh berhubung dengan ‘| .. pekerjaan

buruh.

b. Yang dimaksud dengan pengupahan yang sama bagi bu-
ruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang

sama nilainya, yaitu untuk menghilangkan diskrimi-

nasi berdasarkan jenis kelamin.

Indonesia sebagai salah satu anggotanya telah
menyetujui.. hasil konvensi tersebut.Sehubungan dengan
persetujuan tersebut, pemerintah telah mengundangkan

Undang-Undang no.80 tahun 1957 LN 1957 no. 171. Di
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mana hal tersebut atas persetujuan DPR dalam rapat
plenonya yang terbuka ke-128 pada tanggal 25-11-1957.
( G. Kartasapoétra, 1982 : 53-54 )

Dengan berdasar pada ketentuan tersebut diatas
maka tidak boleh ada perusahaan atau pabrik yang men-
diskriminasikan atas Jjenis kelamin atau .- membadakan
pengupahannya kepada karyawan laki-laki dengan karya-
wan wanita untuk pekerjaan yang sejenis atau yangsama

derajat nilainya.
B. Rukun dan ayarat kekaryaan menurut Undang-Undang

1. Rukun kekaryaan menurut Undang-Undang

Di dalam KUHPer pasal 1601a disebutkan bahwa
Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan
mana pihak yang satu, si buruh,mengikatkan dirinya
untuk di bawsh perintahnya pihak yang lain si maji-
kan, untuk sesuatu waktu tertentu, melekukan peker-
Jaan dengan menerima upsh ",
( Prof. R. Subekti, SH, 1985 :349 )

Dari pasal 1601a KUHPer di atas, dapat dipaha-

mi bahwa rukun-rukun dari pada kekaryaan menurut
Undang-Undang adalah sebagai berikut :
- adanya pihak yang dipekerjakan ( tenaga kerja )

adanya pihak yang mempekerjakan ( majikan )

adanya pekerJjaan

adanya persetujuan 5
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- adanya upah

- masa / waktu tertentu.

Mengenai pihak yang dipekerjakan dan pihak yang
mempekerjakan haruslah dengan syarat cakap tertindak.
Dan di dalam pasal 1329-1330 KUHPer, semua orang di -
anggap cakap bertindak, kecuali :

- orang yang belum dewasa

-mereka yang di bawah pengampuan

-orang wanita

- pada umumnya semua orang yang oleh Undang - Undang,

dilarang mengadakan perjanjian - perjanjian tertentu.

( Prof. R, Subekti, SH , 1985 : 206 )

Namun dengan berlakunya UU perkawinan no : 1
tahun 1974, maka wanita kawin boleh bertindak hukum
sendiri termasuk melakukan perjanjian kerja sendiri
sehubungan dengan pasal 31 ayat (1) dan (2) yang meng-
atur sebagail berikut :

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah  tangga
dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbua-

tan hukum.

( Prof. R. Subekti,SH, 1985 : 479 )
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2. Syarat - syarat kekaryaan menurut ﬁndang-Undang
Di dalam KUHPee pasal 1320 disebutkan bahwa

" Untuk sahnya persetujuén-persetujuan diperlukan
empat syarat :
1., Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4, Suatu sebad yang halal?
( Prof. R. Subekti, SH, 1985 : 305 )
Sesuai dengan pasal 1320 KUHPer tersebut di g--

tas, maka agar setiap perjanjian kerja yang diadakan

itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian ( tenaga kerja dan majikan),
Jadi tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak,

jika ada paksaan maka perjanjian itu batal.

2. Adanya kemampuan / kecakapan kedua belah pihak

untuk membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu, artinya perjanjian kerja itu

menjelaskan macam pekerjaan dan di mana majikan
mempekerjakan tenaga kerja.

4, Suatu sebadb yang halal, artinya behwa isi perjanji-

an itu tidak bertentangan dengan peraturan perun. -

dang - undangan,ketertiban umum maupun kesusilaa.
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C. Hak dan kewajihan %ekaryaan wanita menurut Undang-
Undang

Antara kekaryaasn wanita dan kekaryaan pria,
memiliki hak dan kewajiban yang sama.Bila rekaryaan
pnria memiliki hak atas sesuatu atau hasil dari pek-
erjaannya, mrka kekaryaan wanitapun memiliki hak atas
sesuatu atau hasil dari pekerjaannya. Begitu pula
dalam hal kewajiban, apa yang menjadi kewajiban kekar
yaan laki-laki juga merupakan kewajiban bagi kekarya
an wanita.

1. Hak-hak kekaryaan wanita.

Diantara hak-hak kekaryaan / kekaryaan wanita
menurut Undang-Undang adalah sebagai beriktut

a. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan peng -
hasilan (upah) yang layak bagi kemanusiaan.hal ini
merunskan salah satu tujuan penting dari masarakat
pancasila yang memberikan kesempatan bagi tiap-
tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
penghasilan.

b. Setiap tenaga._kerja berhak memilih dan atau pindah
pekerjaan yang sesual dengan bakat dan kemampuan-
nya.Karena disamping kenuasan dari Jaminan hidup
yang layak,tenaga kerja juga menginginkan kepuasan
yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang dia

sukai.Berdasarkan prinsip inilah kepada tiap- ftiap
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tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan
yang sesuai dengan bakat dan kemampuannys,agar da-
lam malekukan pekerjaan,pekerja tidak merasa jemu
dan tertekan., Dalam hubungan ini harus . diusahskan
untuk membantu pekerja dalam mengadakan penjesuai-
an Vpekerjaan.

Setiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian
dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah
keahlian dan ketrampilan kerja,sehingga potensi
dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka
mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan kerja se-

bagai bagien yang tidak dapat dipisahkan dari

pembinaan bangsa.

Hal ini diperlukan karena untuk pembangunan ekono-
mi pada umumnya, industri pada khususnya,diperlu-

kan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, karena

ketrampilan kerja akan memungkinkan tercapainya
efisiensi kerja dan produktivitas.Karens tanpa a -
danya efisiensi kerja dan produktivitas maka usa-
ha pembangunan tidak akan mencapai sasaran dan
mengakibatkan merosotnya hasil produksi serta peng
hamburan dana,tenaga dan waktu.

Setiap tenaga kerja berhak mendapat . perlindungan
atas keselamatan,kesehatan,kesusilaan,pemeliharasan

moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan ma-

rtabat manusia dan moral agama.
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Hal ini dimaksudkan agar tenaga kerja dalam melaku-~
kan pekerjaan sehari-harinya merasa terlindungi
dari pelbagai persoalan di sekitarnya yang dapat
mengganggu aktivitas dan kreativitasnya.

Keselamatan disirni meliputi keselzmatan kerja yang
bertalian dengan mesin, resawat, alat kerja, bahan
dan nroses pengolahannya, keadaan tempat kerja, dan
lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
Sedangkan kesehatan di sini dimaksudkan seb~gai pe-
meliharaan kesehatan tenaga kerja, yang dilakukan
dengan pemberian pengobntab, perswatan tenaga kerja
yang sakit,mengatur persediaan tempat yang memenuhi
syarat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk
pencemahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan

maupun penyakit umum.

e. Setiap tenaga kerja berhak mendirikan danmenjadi
angrota perserikatan tenaga kerja.
Perserikatan tenagn kerja merupakan kekuatan sosial
yang mempunyai fungsi sosial ekonomi dalam usaha
mencapai masyarakat pancasila. Perserikatan tenaga
kerja ini verlu dibentuk atau diadakan untuk melin-
dungi dan memperjuangkan kepentingan pekerja.
( Sendjun H. Manulang, SH, 1990 : 7-8 )
Kewajiban-kewajiban kekaryaan wanita.

Sedangkan kewajiban-kewajiban kekaryaan/ke -

karyaan wanita adalah sebagai berikut
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"

Berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Sebagaimana yang tercantum dslam pasal 1603 KUHPer
Si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijan
jikan menurut kemampuannya yang sehbaik- btaiknya.
Sekedar tentang sifat serta luasnya pekerjaan yang
harus dilakukan tidak dijelaskan dalam persetujuan
atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebia-

saan ", ( Prof. R. Subekti, SH, 1985: 367 ).

Pekerjaan itu harus dikerjakan oleh tangannva sen-
diri,kecuali ada ijin dari majikannya untuk digan-
tiksn oleh orang lain. Sehagaimana pasal 1603a
KUHPer.

Si buruh diwajibkan sendiri melakukah pekerjaannya
tak bolehlah ia selain dengan idzin s8i majikan da-
lam melakukan pekerjasnnya itu digantikan oleh
orang ketiga ". ( Prof. R. Subekti, SH, 1985 :367)
Berkewajiban mentaati segala peraturan perusahaan.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1603b / 1603d
KUHPer.

Pasal 1603b

Si buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan tentsang
hal melekukénnya pekerjaan serta aturan -~ aturan
yang difujukan pada perbaikan tata tertib dalam
perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya

oleh atau atas nama si majikan di dalam batas-

41



hatas aturan-aturan undang-undang atau persetujuan
maupun reglaman, atau itu tidak ada,menurut kebia~-
saan ".

Pasal 1603%d

Si buruh pada umumny diwajibkan melakukan, maupun
tidak berbuat segala apa yang di dalam keadaan ya-
nr sama, natut dilakukan atau tidak diperbuat
oleh seorang buruh yang haik ".

prof. R. Suhbekti, SH, 1985 : 367-368 ).

Berkewajiban mentaati peraturan rumah tangra maji-
kan,bila ia bertempat tinesal di rum~h majikannya.
Sebagnimana yang diatur danlam pasali1603c KUHPer

Si buruh yang bertinggal vada si majikan , harus
rertingkah laku menurut tertibnya rumah ".

Prof. R. Subekti, S+, 1985 : 268 ).

Berkewajiban membayar denda atau ganti rugi, bila
xarena kesengajoan atau kelalaiannya telah merusak
kan barang majikannya. sebagaimana yang diatur
dala peraturan pemerintah No: 8 tahun 1981 pasal
2%

Ganti rugi dapat dimintekan oleh pengusaha dari
buruh, bila terjadi kerusakean barang atau kerugian
lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak
ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalai-
an ". ( F.X. Djumialdji, SH, 1992 : 81-82 ).
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D. Fasilitas yang diberikan kepada kekaryaan wanita

Di dalam pelaksansan pembangunan dewasa ini,
kekarysan mempunyai peranan dan arti yJang ~ penting
sebagai suatu unsur penunjang keberhasilan pembangunan
nasional.Kekaryaan yang mempunyai hubungen kerja deng-
an perusahaan merupaken sumber daya dan potensi untuk
meningkatkan produktivitas. Termasuk di dalamnya ke =
keryasn wanita ( karyeswati ).Sehingga merupakan hal
yang sewajarnya apabila kepada mereka diberikan fasi -
litas-fasilitas terhadap kese jahteraannya sehubungan

dengan profesi atau pekerjaan mereka.

Adapun fasilitas-fasilitas yang harus diberikan

kepada kekaryaan wanita diantaranya berupa :

1. Pelayanan kesehatan

Kesehatan merupakan modal utama manusia dalam
menjalankan aktivitas dan berkreativitas.Rasanye sulit
bahkan tidak mungkin melakukan kegiatan,sedang kondisi
badan dalam keadaan kurang fit atau lemah karena sakit,
Begitu pula seorang karyawati Yang sedang menjazlankan
tugasnya,bila ia dalam kondisi Yang kurang baik(sakit)
maka akan mengurangi kwalitas atau kwantitas . hasil
pekerjaannya atau bahkan sama sekali tidak bisa meng -
hasilakan suatu hasil yang diharapkan.Karena . alasan
itulah dalam suatu perusahaan perlu diadakan pelayanan
kesehatan bagi pekerja ( karyawati Jnya, demi menun -
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Jang dan menjaga mutu hasil pekerjaannya. “Pelayanan
kesehatan yang harus diberikan oleh perusahaan ini me-
liputi: perawatan dan pengobatan terhadap sakit _yang
timbul secara langsung ( mis; kecelakan kerja )ataupun
tidak langsung dari akibat hubungan kerja,maupun sakit
yang diderita bukan dari akibat hubungan kerja.

Menurut Peraturan Mentri Tenasga Kerja dan Tren-
smigrasi Republik Indonesia NO : PER. 03 / MEN / 1982
tujuan dari pada pelayanan kesehatan kerja adalah :
1. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penye-

suaian diri baik fisik maupun mental, terutama
dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja :
2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan
kesehatan yang timbul dari pekerjsan atau lingkung-
an kerja :
3. meningkatkan kesehatan badan,kondisi mental(rohani)
dan kemampuan fisik tenoga kerja :

4. Mmemberikan pengobatan dan perawatan serta rehabi -

litasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

( Brof. Iman Soepomo, SH, 1992 : 393 )

2. Jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan hal yang sangat diper-
"lukan oleh pekerja (karyawati ) untuk .neningkatkan
produktivitas. Kiranya dapat dibayangkan bagaimana ke-

adaannya apabila pekerja yang bekerja tanpa adanya
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jaminan atau kesejahteraan sama sekali,maka akan men-
jadi mirip keadaannya dengan kerja paksa/ kerja rodi
yang pernah dialami bangsa indonesia.Karena itulah un-
tuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahtersan  para
pekerja, Pemerintah menetapkan peraturan mengenai
kewajiban perusahaan ﬁenyelenggarakan program  ASTEK.
Sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerin -
tah RI no : 33 tehun 1977 :

" Perusahaan wajih menyelenggarakan program ASTEK ,

baik dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya  yang

bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan  perusahaan

dalam program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi

kematian,maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam

program tabungan hari tua kepada Badan Penyelenggara®

( Prof. Iman Soepomo,SH , 1992 : 580 )

Jaminan sosial yang terupa ASTEK ini dalam pa-
sal 2 ayat (1) PP NO; 33 Th 1977 meliputi :
8. Asuransi kecelakaan kerja ;
b. Tabungan hari tua ;
¢. Asuransi kematian .
( Prof. Iman Soepomo , SH , 1992 : 579 )
a. Asuransi / jaminan kecelakaan kerja
Yang dimeksud dengan kecelakaan kerja  menurut
PP no: 33 Th 1977 pasal 1 ( 12 ) adalah :
"

Kecelakaan yang menimpa tenaga kerja berhubung de -

ngan hubungan kerja dan penyakit yang timbul kare-
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na hubungan kerja ",

( Prof. Iman Soepomo ,SH , 1992 : 578 )

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak
mendapatkan asuransi / jaminan kecelakaen kerja yang
meliputi biaya pengangkutgn, pengobdatan, perawatan,
di rumah sakit dan tunjangan ganti rugi.. .Sebagaimana
dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) PP no: 33 Th 1977,

1). Tenaga kerJja yang tertimpa kecelakaan kerja ber-

hak menerima Jjaminan kecelakaan kerja.

2). Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud dalam ayat
(1) ialah :

a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat

kecelakaan ke rumahnya atau ke rumah sakit ;

b. biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit

bagi tenaga kerja yang tertimpa kécelakaan ker

Ja, termasuk juga biaya pertolongan pertama
pada kecelakaan ;

c. tunjangan sementara tidak mampu bekerja,tunja-

ngan cacad tetap, dan uang tunjangen kematian
akibat kecelakaan kerja.
( Prof. Iman Soepomo, SH, 1992 : 582 )

b, Jaminan tabungan hari tua

Pengertian tabungan hari tua menurut PP no: 33
Th 1977 pasal 1 ( 14 ) adalah : bentuk tabungan wajib
yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang pa-
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da hari tua . ( Prof. Iman Soepomo,SH, 1992 :579 )
Jaminan ini dimsksudksn untuk dapat memberikan

bekal bagi pekerja setelah purna kerja, sehingga dapat
menjadi bekal untuk hidupnya.Jaminan ini diberikan pa-
de pekerja yang berhenti kerja karena telah ::mencapai
usia 55 tahun, cacat total, atau meninggal dunia. Se -
dang bagi pekerja-yang meninggal dunia sebelum  usia
55 tahun, maka Jjaminan ini diberikan kepada ahli\warig
nya. Sebagaimana pasal 10 PP no: 33 tahun 1977:£
1) Tabungan hari tua dibayarkan kepada tenaga kerja
yang berhenti bekerja karena :
a. telah mencapai usia 55 ( lima puluh lima ) tahun;
atau

b. cacad total dan tetap.

2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia sebelum usia
55 ( lima puluh lima ) tahun, tabungan hari tua di-
bayarkan kepada ahli warisnya.

( Prof. Imun Soepomo, SH , 1992 : 584 )

c. Asuransi / jaminan kematian

Pengertian asuransi kematian menurut PP no : 33
tahun 1977 pasal 1 ( 15 ) adalah : pertanggungan re -
siko kematian atas Jiwa tensga kerja yang bersangkut-
an menjadi tertanggung dan belum mencapai usia 55

( 1ima puluh lima ) tahun.

( Prof. Imsn Soepomo, SH, 1992 : 579 )
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Meninggalnya pekerja merupakan keadaan yang
memberatkan sosial ekonomi bagi‘ keluarga yang diting-
galkan, oleh karena itu perlu diberiksn hak atas Jja-
minan kepada ahli warisnya.

Menurut PP no: 33 tahun 1977 pesal 14 ayat(1)
uang jeminan kematian ini diberiksn kepada ahli waris
karyawan yang meninggal dunia sebelum usia 55 . tahun
dan bukan karena kecelakaan kerja, “

( Prof. Iman Soepomo, SH, 1992 : 585 )

3. Jaminan hamil dan bersalin

Karyawati yang mengalami kehamilanm berhak mem-
peroleh pemeriksaan hamil, pengobatan dan perawatan.
Jaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produkti -
vitas .karyawati sehingga dapat melaksanakan - tugesnya
dengan baik.Pemeriksaan kehamilan dan perawatan her -
salin terhadap karyawati yang hamil ini akan dilaku-
kan di Puskesmas, Klinik bersalin, atau Rumah sakit.
Sebagaimana pasal 5 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No:
PER - 02 / MEN / 1984
Pasal 5
Pemeriksaan hamil dan perawatan bersalin dilakukan di

Puskesmas, Klinik bersalin atau Rumah sakit,
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